
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

NOMOR 10 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 
 

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam hal pemberian Izin Mendirikan Bangunan, 

maka perlu mengatur ketentuan mengenai retribusinya; 
c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak 
sesuai sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3833); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008       
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5234); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 

2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 
Nomor 64); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2006 Nomor 5); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007    
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Menetapkan 

 

 
 

 
 
 

 
 

: 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

dan 
BUPATI KEBUMEN 

 

MEMUTUSKAN : 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN. 
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen. 
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau 
Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 

9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang 
diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan/atau merawat 

bangunan gedung atau bangunan lainnya sesuai dengan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, 
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

11. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, 
mengubah, mengganti seluruh atau sebagian atau memperluas bangunan 
termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang 

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu serta pekerjaan 
bangunan proyek yang berada di Daerah. 

12. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah 

sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, 

meliputi : 
a. mengubah fungsi dan kegunaan; 
b. mengubah bentuk dan estetika; 

c. mengubah konstruksi; dan. 
d. mengubah jaringan utilitas. 

13. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar 
dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian 
kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-

bangunan. 
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14. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh lantai dasar bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana 
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

15. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas 
seluruh lantai bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 

rencana tata bangunan dan lingkungan. 
16. Koefisien Tingkat Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan 

tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut. 

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 

dari Pemerintah Daerah. 
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang.  

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

21. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat 

yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib 
Retribusi untuk melunasi utang retribusinya. 

22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari 
suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang. 

 
 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai 

pembayaran atas pelayanan pemberian IMB.  
 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap 
sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap 

memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), 
koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan 

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi 
yang menempati bangunan tersebut.  

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 4 
 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB. 

 
 


